
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR: I2lCZl iA\'\UN .:lOll

TENTANG

PENJABARANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2013

WALIKOTA SURAKARTA

Menimbang bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor

11 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2013, perlu ditetapkan Peraturan

Walikota Surakarta tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagai landasan

operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013.

Mengingat 1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah - Daerah Kota Besar dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat

dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor



76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang -

Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4755);

3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dan

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaandan Tanggung Jawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);

7. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 5istem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
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telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang -

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5043);

11. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4028);
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomar 90,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4712);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4502);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 65 Tahun 2010 tentang PenubahanAtas Peraturan
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Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang

Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor ISO, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4585);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerlntah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4624);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang

PengeloJaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 tentang

Perubahan Keduabelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor

7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

31);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata

eara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang

Pinjaman Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5219);

30. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun

Pengesahan, Pengundangan dan

Peraturan Perundang- undangan;

31. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun

2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa

Pemerintah;

32. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2001

tentang Visi dan Misi Kota Surakarta (lembaran Daerah

Kota Surakarta Tahun 2001 Nomor 24 seri D Nomor 20);

2007 tentang

Penyebarluasan
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33. Peraturan Daerah Kata Surakarta Namar 9 Tahun 2004

tentang Kedudukan Protakaler dan Keuangan Pimpinan

dan Anggata Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Daerah Kata Surakarta Tahun 2004 Namar 26)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kata

Surakarta Namar 4 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kata Surakarta Namar 9 Tahun 2004

tentang Kedudukan Pratakaler dan Keuangan Pimpinan

dan Anggata Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Daerah Kata Surakarta Tahun 2006 Namar 4 seri D Namar

2 );

34. Peraturan Daerah Kata Surakarta Namar 4 Tahun 2008

tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang

Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Daerah Kata Surakarta Tahun 2008 Namar 4);

35. Peraturan Daerah Kata Surakarta Namar 6 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kata

Surakarta (Lembaran Daerah Kata Surakarta Tahun 2008

Namar 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kata Surakarta Namar 14 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kata Surakarta Namar 6

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat

Daerah Kata Surakarta (Lembaran Daerah Kata Surakarta

Tahun 2011 Namar 14);

36. Peraturan Daerah Kata Surakarta Namar 2 Tahun 2010

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Kata Surakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran

Daerah Kata Surakarta Tahun 2010 Namar 2);

37. Peraturan Daerah Kata Surakarta Namar 7 Tahun 2010

tentang Pakak - Pakak Pengelalaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kata Surakarta Tahun 2010 Namar 7);
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38. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2010

tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

(Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 13);

39. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta

Tahun 2011 Nomor 3);

40. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011

tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota

Surakarta Tahun 2011 Nomor 7);

41. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak

Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan

(Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 12).

Menetapkan

MEMUTUSKAN

PERATURANWAUKOTA SURAKARTATENTANG PENJABARAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN

ANGGARAN2013.

Pasal1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2013 sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. PendapatanAsli Daerah Rp. 262.905.867.000,00

b. Dana Perimbangan Rp. 722.287.153.000,00

c. Lain Lain Pendapatan

Yang sah Rp. 391.110.251.000,00

Jumlah Pendapatan Rp. 1.376.303.271.000,00
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2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai Rp. 719.173.171.000,00

2) Belanja Bunga Rp. 3.724.526.000,00

3) Belanja Hibah Rp. 108.369.356.200,00

4) Belanja Bantuan

50sial Rp. 1.040.000.000,00

5) Belanja Bantuan

Keuangan Kepada

Provinsi/Kabupaten/

Kota/Pemerintahan

Desa dan Partai

Politik Rp. 690.516.000,00

6) Belanja Tidak

Terduga Rp. 2.000.000.000,00

Jumlah Belanja

Tidak Langsung Rp. 834.997.569.200,00

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai Rp. 54.890.565.000,00

2) Beianja Barang

Dan Jasa Rp. 247.768.099.400,00

3) Belanja Modal Rp. 264.918.134.000,00

Jumlah Belanja langsung Rp. 567.672.798.400,00

Jumlah Belanja Rp. 1.402.670.367.600,00

Defisit Rp. (26.367.096.600,00)
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3. PembiayaanDaerah

a. Penerimaan

b. Pengeluaran

Rp. 55.912.297.600,00

Rp. 29.545.201.000,00

PembiayaanNetto Rp. 26.367.096.600,00

Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran Tahun Berkenaan Rp. o -,

Pasal2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal1 tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Walikota ini.

Pasal3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci

lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Walikota ini.

Pasal5

Pelaksanaanpenjabaran APBDyang ditetapkan dalam Peraturan

Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen

Pelaksanaan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai

dengan ketentuan perundang undangan.
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Pasal6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari

2013.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal IQl tlNM'CIlII- ~Ol?

WAUKOTA SURAKARTA

cJ/;;~
FX. HAD! RUDYATMO

Diundangkan dl Surakarta

pada tanggal It) ~""",Ioor 9-0\:1.

ARIS DAERAH

SURAKARTA

BERITA ERAH KOTA SURAKARTATAHUN 2012 NOMOR 10

BUD! SUHARTO
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